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Dana Desa untuk Bali Cair Rp 185,6 M
Alokasi Tabanan

Paling Besar

SEMPAT terlambat, dana desa dari pemerintah pusat

akhirnya cair dalam rentang akhir Mei hingga awal Juni

- lalu. Dana desa sebesar Rp 185,6 miliar lebih itu diterima
oleh 636 desa dinas. Sementara 80 kelurahan tidak ke-
bagian. Adapun alokasi dana desa yang diterima per ka-
bupaten, masing-masing Bangli sebesar Rp 19,19 miliar,
Badung Rp 13,82 miliar, Buleleng Rp 36,81 miliar, Gianyar
Rp 19,16 miliar, Jembrana Rp 12,41 miliar, Karangasem
Rp 21,96 miliar, Klungkung Rp 15,26 miliar, Tabanan Rp
37,06 miliar, dan Denpasar Rp 9,72 miliar.

Terbatasnya penerima juga terkait dengan kabupaten/
kota yang belum selesai menetapkan peraturan daerah
mengenai penetapan desa adat atau desa dinas. Penetapan
ini sesuai isi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang
Desa. “Kalau dalam kaitannya dengan Undang-undang
Desa kemarin itu kan penetapan oleh kabupaten, sampai
saat ini belum ada yang menetapkan (desa adat atau desa
dinas - red). Kalau belum ada yang ditetapkan berlaku
Pasal 116 ayat /2 bahwa desa sebelum undang-undang
ini'ada, masih 'tetap diakui keberadaannya. Makanya
hanya berjumlah 636,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Bali I Ketut
Lihadnyana di Denpasar, Senin (15/6) kemarin.

Lihadnyana menambahkan, dana desa sejatinya diberi-
kan kepada desa yang sudah memiliki kode desa dan peta
wilayah. Sementara ini, syarat tersebut hanya dipenuhi oleh
desa dinas yang sudah ada di Bali. Meski demikian, desa
adat tetap kecipratan bantuan tersebut. “Di dalam dana
desa itu kan ada pemanfaatannya untuk pembangunan
dan untuk pemberdayaan. Nah pemberdayaan itu kan bisa
mengakomodir desa adat. Masuk ke RPJM-nya (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah - red) mereka, masuk ke
RKT-nya (Rencana Kerja Tahunan) mereka,” jelasnya.

Lihadnyana melanjutkan, total Rp 185,6 miliar lebih
dana desa itu diterima berbeda-beda oleh masing-masing
desa. Tergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk, ting-
kat kemiskinan, dan tingkat kesulitan topografi. Sebelum
masuk ke desa, dana itu terlebih dahulu masuk ke rekening
Bendahara Umum Daerah kabupaten/kota.
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